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ABSTRAK

PENGARUH TAX AMNESTY TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAN
KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEWAJIBAN
PENYAMPAIAN SPT
(Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang Periode Tahun 2014-
2017)

Oleh : Diah Marta Sari

Permasalahan penelitian ini adalah apakah ada perbedaan tingkat
penerimaan wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak-dalam penyampaian SPT Badan
sebelum dan sesudah tax amnesty , pelaporan SPT Tahunan dan penérimaan pajak
di KPP Madya Palembang ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dan
komparatif. Teknik analisis data menggunakan rasio penerimaan wajib pajak dan
kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah tax amnesty dan uji statistic Sample
Paired t-Test (Uji Beda Sampel Berpasangan).

Berdasarkan Hasil penelitian Uji Beda dua Rata-rata (paired sample T-Test)
data penerimaan pajak dan SPT tahunan badan penghasilan diperoleh
perbandingan,penerimaan pajak 2014 dan 2015 sebelum dan sesudah Tax Amnesty
sebesar 0,096>0,05/2 artinya tidak ada perbedaan yang signifikan,dan tingkat
kepatuhan penyampaian SPT Tahunan 2016 dan 2017 sebelum dan sesudah Tax
Amnesty sebesar 0,002<0,05/2 maka ada perbedaan yang signifikan. Sehingga
tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat penerimaan pajak,dan pada
SPT tahunan badan sebelum dan setelah penerapan Tax Amnesty terdapat
perbedaan yang signifikan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang.

Kata Kunci: Penerimaan Pajak,kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Sebelum
Dan Sesudah Tax Amnesty.
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ABSTRACT

THE EFFECT OF TAX AMNESTY TOWARDS TAX RECEPTION AND TAX
COMPLIANCE TOWARD OBLIGATION OF SUBMISSION ON SPT
(At The Palembang Madya Tax Service Office For 2014-2017 )
By : Diah Marta Sari

The problem of this study is to check whether there are differences in the level of
taxpayer acceptance and taxpayer compliance in the submission of the Agency tax
return before abd after the Tax Amnesty, reporting Annual Tax Returns and Tax
receipts at KPP Madya Palembang using a quantitative deéscriptive and
comparative approach. The data analysis technique uses the ratio of taxpayer
acceptance and taxpayer compliance before and after Tax Amnesty and the
statistical test sample paired t-Test.

Based on the results of the study of the difference between the two average
test (paired sample t-Test), the tax revenue data and annual income tax returns
obtained by the comparison of 2014 and 2016 tax revenue before and after the Tax
Amnesty of 0,096>0,05/2 menas that there is no significant difference, and the level
of compliance with 2016 and 2017 Annual Tax Returns before and after the Tax
Amnesty of 0,002<0,05/2 then there is significant difference in the level of tx
revenue, the annual tax return of the body befoe and after the application of Tax
Amnesty in the Palembang intermediate Tax Service Olffice.

Keywords: Tax Receipts submission of annual tax returns before and after Tax
Amnesty.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ekonomi di Indonesia belum dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan
makmur banyak pembangunan nasional yang masih kurang, bahkan fasilitas-
fasilitas umum seperti jalan raya, puskesmas dan lembaga masyarakat lainnya
yang perlu diperbaiki. Masyarakat seringkali mengeluh dan tidak puas akan
kebijakan pemerintah dalam hal pembangunan nasional. Kondisi tersebut
dipengaruhi oleh ketidakpatuhan para wajib pajak yakni masyarakat itu sendiri
dalam membayar pajak. Pajak juga merupakan penghasilan negara yang nantinya
akan dikembalikan kepada masyarakat berupa fasilitas-fasilitas umum. Namun
banyak masyarakat yang tidak tahu akan hal tersebut. Masyarakat perlu
mengetahui peranan pengetahuan pajak dengan benar. Hal ini sangatlah penting
demi kemajuan pajak di Indonesia (Nurulita Rahayu, 2017).

Tentunya kita tahu pajak merupakan sumber penerimaan negara yang
berperan besar bagi kelangsungan Negara. Melihat Negara kita Indonesia kita
dapat memahaminya melalui keadaan di sekitar kita seperti pendidikan, kesehatan,
sarana umum, dll yang ada karena pajak yang disalurkan negara kita ke sektor-
sektor tersebut. Permasahalan yang sering terjadi berkaitan dengan pungutan
pajak ini yakni masih banyaknya masyarakat yang tidak mau memenubhi

kewajiban pajaknya, atau dengan kata lain masih banyaknya tunggakan pajak.



Tingkat kepatuhan wajib pajak orang perorangan (WP OP) untuk
menunaikan kewajiban pembayaran pajaknya di Indonesia masih cukup
rendah.Selain itu, keberhasilan pembangunan nasional sangat didukung oleh
pembiayaan yang berasal dari masyarakat, yaitu penerimaan pembayaran pajak
(Ngadiman & Huslin, 2017).

Amnesti pajak adalah bentuk pengampunan pajak yang bertujuan untuk
mendapatkan kembali basis data pajak yang lebih baik. Selain itu, mengajak
mereka yang pernah melakukan pelanggaran untuk melaporkan  kembali
pajaknya secara benar sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan
terhadap perpajakan di masa depan.

Amnesti pajak sebagai bentuk pemberian fasilitas perpajakan yang
diatur berdasarkan UU No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
Amnesti Pajak berlaku sejak 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017, dan terbagi
kedalam Tiga periode. Berdasarkan UU No 11 Tahun 2016 pasal 4 tentang
Tarif dan tata Cara Menghitung Uang Tebusan dibedakan menjadi 3 jenis
tarif yang tertuang dalam 3 ayat, yaitu: Deklarasi Dalam Negeri (Repatriasi),

Deklarasi Luar Negeri, Wajib Pajak UMKM  (www.peraturan.go.id), apabila

masyarakat sudah mulai memahami perpajakan maka aparat yang berperan dalam
mengelola perpajakan itu juga harus lebih memahami bagaimana aturan
perpajakan tersebut. Semakin tinggi pengetahuan aparat pajak mengenai peraturan

perpajakan, akan berpengaruh terhadap pelayanan yang diberikan (Rara, 2016).

Pelayanan yang baik akan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh

terhadap kewajibannya membayar pajak. Sehingga dalam hal ini aparat fiskus


http://www.peraturan.go.id/

juga harus memberikan service yang baik kepada wajib pajak. Aparatur pajak
memiliki tanggungjawab untuk memberikan pelayanan yang baik kepada
masyarakat. Pemerintah menciptakan upaya lain yang lebih cenderung mengajak
wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak dengan menerbitkan

instrument penghapusan sanksi pajak, yaitu reinventing policy pada tahun 2015.

Hal ini diatur dalam Pasal 37A Undang Undang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007). Salah satu tujuan
dikeluarkannya kebijakan tax amnesty ini adalah untuk meningkatkan penerimaan
negara dengan mendorong wajib pajak untuk menyampaikan SPT, menyetorkan
kekurangan pembayaran yang tercantum dalam SPT, kemudian melakukan
pembetulan pada SPT (Hafiz, 2018). Selain itu tax amnesty merupakan upaya
pemerintah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan
kewajibannya membayar pajak (Dewi & Merkusiwati, 2018). (Ngadiman &
Huslin, 2017) menyatakan bahwa tax amnesty berpengaruh positif signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak. (Arief & Kh, 2018).

Keputusan wajib pajak individu dapat dipengaruhi oleh sikap mereka
terhadap risiko. Wajib pajak dapat memilih apakah memutuskan untuk
menghadapi atau menghindari risiko tersebut. Preferensi risiko digunakan untuk
mempertimbangkan sebuah keputusan sehingga dalam penelitian ini tidak semua

variabel diperkuat atau diperlemah oleh preferensi risiko ini.

Berdasarkan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN), penerimaan pajak memiliki kontribusi yang paling tinggi terhadap

pendapatan negera daripada sumber pendapatan negara lainnya, yaitu dengan



prosentase diatas 70% bahkan pada tahun 2016 mencapai 83%. Dengan ini dapat
diketahui bahwa penerimaan pajak adalah sumber utama dari pendapatan bagi
suatu negara Oleh karena itu, pemerintah setiap tahunnya selalu meningkatkan

target penerimaan pajak. (Hartaroe, Mardani, & Abs, 2016).

Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika Wajib Pajak diwajibkan untuk
membayar uang tebusan atas Pengampunan Pajak yang diperolehnya. Dalam
rangka pelaksanaan Undang-Undang ini, penerimaan uang tebusan diperlakukan
sebagai penerimaan pajak penghasilan dalam anggaran pendapatan dan belanja

negara (APBN).

Karena aset-aset yang dilaporkan dijaga kerahasiaannya melalui undang-
undang tersebut. Pengampunan pajak (tax amnesty) menurut undang-undang No.
11 Tahun 2016 adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai
sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan
cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang ini. Pada akhirnya, diharapkan pengampunan pajak dapat
mendorong penerimaan pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung,
karena dengan pengampunan pajak ini diharapkan wajib pajak yang selama ini

tidak membayar pajak atau menyimpan asetnya di luar negeri mau melaporkan

pajak dan asetnya secara transparan kepada negara. Guna menambah informasi
dan pemahaman mengenai pelaksanaan dan keikutsertaan dalam program
pengampunan pajak, pencarian bantuan ke konsultan pajak kerap dilakukan wajib
pajak yang memiliki kemampuan finansial dan memang sangat membutuhkan

bantuan dalam hal pelaporan SPT atau konsultasi mengenai kebijakan



pengampunan pajak (tax amnesty) yang baru diterapkan di Indonesia. Dengan hal
tersebut tentunya konsultan pajak tahu bahwa bagaimana prospek tax amnesty
dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak akan berhasil atau tidak
kedepannya jika dilihat dari antusiasnya para wajib pajak dalam mengikuti
program tax amnesty. Berhasil atau tidaknya penerapan program tax amnesty ini
dalam meningkatkan penerimaan pajak dapat dilihat dari penerimaan pajak

sebelum dan sesudah adanya tax amnesty, (Erlianti, 2018).

Penelitian yang dilakukan Nur Asyiah Jamil (2017) berkaitan dengan
efektivitas penerapan tax amnesty di Indonesia menyimpulkan bahwa penerapan
tax amnesty di Indonesia belum mampu meningkatkan efektivitas penerimaan
pajak. Hal ini dapat di lihat dari tingkat kepatuhan wajib pajak dan rasio
penerimaan pajak. Dari hasil analisis tingkat kepatuhan pajak, tingkat kepatuhan
pajak WP akhir periode kedua tax amnesty 30 September yaitu 62,41% atau hanya
meningkat 0,15

% yang semula 64.26%.

Hal ini menandakan bahwa penerapan tax amnesty belum mampu
meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya..

Penerapan tax amnesty hingga periode kedua belum berjalan efektif dan
perlu dilakukan perbaikan dalam penerapan tax amnesty periode selanjutnya, baik
berupa kebijakan baru atau yang lainnya. Pemerintah perlu menentukan sebuah
langkah awal untuk mengatasi dan mendeteksi masalah kekayaan warga negara
Indonesia baik di dalam maupun luar negeri. Hal ini diperlukan agar pemerintah

mampu menentukan kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah penghindaran



pajak di Indonesia.

Sumbangsih pajak bagi penerimaan negara semakin meningkat dari tahun
ketahun. Kekayaan alam Indonesia sudah tidak dapat diandalkan sebagai sumber
utama pendapatan negara. Pada Anggaran Pendapatan Negara, pajak
mendominasi penerimaan negara sebesar 75% Jadi, pembayaran pajak sangatlah
penting dalam kelangsungan kehidupan bernegara.Oleh karena itu, Pemerintah

mengandalkan pajak sebagai sumber utama dalam penerimaan negara.

Berdasarkan informasi dari Ortax, dalam Laporan Tahunan DJP tahun
2012, bahwa pada tahun 2010 sampai tahun 2012 Wajib Pajak (WP) Orang
Pribadi yang terdaftar mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun WP Orang
Pribadi yang melaporkan SPT tidak sebanding dengan WP yang terdaftar. WP
yang melaporkan SPT kurang lebih 53% di tahun 2012 dan mengalami penurunan
dibandingkan tahun 2010 yang mencapai 61%. Dibandingkan kepatuhan WP
Badan setiap tahun mengalami peningkatan. Dalam upaya peningkatan
penerimaan pajak, pemerintah berinisiatif untuk mengadakan tax amnesty untuk
memancing dana-dana milik warga negara Indonesia yang disimpan di luar negeri

untuk di repatriasi serta untuk menaikkan respon wajib pajak dan penerimaan

pajak (Januari & Hanum, 2017). Selaras dengan dikeluarkannya kebijakan tax
amnesty, Pemerintah juga mengeluarkan Undang-undang no. 11 tahun 2016
tentang Pengampunan Pajak untuk menjadi payung hukum dan sebagai sandaran
bagi wajib pajak. Sehingga wajib pajak tidak perlu khawatir karena aset-aset yang

dilaporkan dijaga kerahasiaannya melalui undang-undang tersebut.

Institute for Development of Economic and Finance (indef) menilai



program pengampunan pajak atau tax amnesty kurang berhasil. Ada 4 indikator
yang digunakan indef, indikator tersebut yakni tingkat likuiditas
domestik,perbaikan nilai tukar rupiah,penurunan suku bunga,dan peningkatan
investasi. Keempat indikator itu tertera dalam pasal 2 ayat 2 UU No. 11 Tahun

2016 tentang pengampunan pajak.

Jadi berhasil atau tidaknya, menurut peneliti indef Mohammad Reza Hafiz
di Jakarta. Mengatakan pelaksanaan program Tax Amnesty belum optimal.
Kesimpulan itu ia dapatkan setelah menelaah berbagai data. Acuannya angka-
angka yang kerap disampaikan pemerintah sebagai target. Pertama dana repatriasi
dari Rp 1.000 triliun target dana repatriasi, hanya Rp 147 triliun yang terealisasi.
Selain itu, total harta deklarasi luar negeri hanya Rp.1.179 triliun, jauh dari
potensi yang disampaikan pemerintah mencapai Rp 11.000 triliun.

(KOMPAS.com 2017).

Jumlah penerimaan pajak pada tahun 2014-2015 menunjukkan jumlah
yang lebih besar sebelum adanya tax amnesty, sementara itu jumlah penerimaan
pajak sesudah Tax Amnesty cenderung menunjukkan jumlah yang lebih kecil pada
tahun 2016-2017, dimana sebelum adanya Tax Amnesty pada tahun 2014 dan
2015 sebesar Rp. 3.047.386.095.805,00 pada tahun 2014 dan
Rp.3.317.592.531.811,00 pada tahun 2015. Sedangkan sesudah adanya Tax
Amnesty pada tahun 2016 dan 2017 sebesar Rp.2.910.038.494.322,00 pada tahun
2016 dan Rp.2.912.112.533.406,00 pada tahun 2017, hal ini menunjukkan
bahwa penerapan Tax Amnesty oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang

belum berhasil dalam meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini tidak sesuai



dengan pendapat James Alm (2009) yang menyebutkan bahwa “Tax amnesty
berguna untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek,
meningkatkan kepatuhan di masa yang akan datang, mendorong repatriasi modal
atau aset, transisi menuju sistem perpajakan yang baru” selain itu penelitian yang
dilakukan Nur Asyiah Jamil (2017) berkaitan dengan efektivitas penerapan tax
amnesty di Indonesia menyimpulkan bahwa penerapan tax amnesty di Indonesia
belum mampu meningkatkan efektivitas penerimaan pajak. Dari kedua analisis
tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan tax amnesty hingga periode kedua
belum berjalan efektif dan perlu dilakukan perbaikan dalam penerapan tax
amnesty periode selanjutnya, baik berupa kebijakan baru atau yang lainnya.
Pemerintah perlu menentukan sebuah langkah awal untuk mengatasi dan
mendeteksi masalah kekayaan warga negara Indonesia baik di dalam maupun luar
negeri. Hal ini diperlukan agar pemerintah mampu menentukan kebijakan yang
tepat untuk mengatasi masalah penghindaran pajak di Indonesia.

Sedangkan tingkat kepatuhan WP tahunan badan di KPP Madya
Palembang tahun 2014-2017 mengalami peningkatan. Presentase Kepatuhan
tahun 2014 sebesar 92,8%, dan mengalami peningkatan sebesar 96,3% pada tahun
2015, dan pada tahun 2016-2017 setelah adanya tax amnesty tingkat kepatuhan
WP terus mengalami peningkatan presentase menjadi 99,5% ditahun 2016 dan
99,7% di tahun 2017. Dapat dilihat tingkat kesadaran WP terhadap penyampaian
SPT terus meningkat setelah diterapkannya Tax Amensty.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk

melakukan pengamatan dengan judul “Pengaruh Tax Amnesty Terhadap



Penerimaan Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kewajiban

Penyampaian SPT Periode 2014-2017.



1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis

merumuskan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini sebagai

berikut:

1. Bagaimana penerimaan pajak sebelum dan sesudah diterapkan Tax
Amensty?

2. Bagaimana kepatuhan wajib pajak dalam kewajiban penyampaian SPT

sebelum dan sesudah diterapkan Tax Amnesty ?

1.2 Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah sebelumnya maka
tujuan dalam penelitian ini adalah :
1. Untuk menganalisa penerimaan pajak sebelum dan sesudah diterapkannya
Tax Amnesty.
2. Untuk menganalisa kepatuhan wajib pajak dalam kewajiban penyampaian
SPT sebelum dan sesudah diterapkan Tax Amnesty ?
1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Aspek Teoritis
Manfaat teoritis yang ingin dicapai dari pengembangan pengetahuan
dalam penelitian ini, antara lain:
1. Bagi Penulis, dapat menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan
tentang pengaruh Tax Amnesty terhadap penerimaan pajak, dan kepatuhan

wajib pajak terhadap kewajiban penyampaian SPT tahunan

10



2. Bagi almamater, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam
menambah hasanah perpustakaan serta sebagai masukan dalam penelitian
selanjutnya.

1.4.2 Aspek Praktis
Manfaat praktis yang ingin dicapai dari penerapan pengetahuan sebagai
hasil penelitian ini adalah:
1.4.2.1 Menambah wawasan dalam perluasan teori dan konsep mengenai
perpajakan dalam menentukan pengaruh Tax Amnesty terhadap
penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap penyampaian SPT
tahunan.
1.4.2.2 Menjadikan bahan pertimbangan bagi kajian yang sama pada penelitian
selanjutnya.
1.5 Sistematika Penelitian
Secara umum penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab. Pembahasan
yang terkandung dalam bab satu dengan lainnya saling berkaitan satu sama lain.
Sehingga pada akhirnya akan membentuk suatu karya tulis yang runtut dan
sistematis. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:
BAB | PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang masalah mengenai tax amnesty,
penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap penyampaian SPT dan
faktor-faktor yang mempengaruhi sebelum dan sesudah adanya tax amensty di
laksanakan.

Selanjutnya, bagian ini juga menjelaskan mengenai perumusan masalah,
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tujuan serta kegunaan penelitian, penelitian yang dilakukan yaitu “Tax amnesty,
penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap penyampaian SPT”.
BAB Il TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori yang berupa pengertian dan definisi yang
diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi,
beberapa literatur review yang berhubungan dengan penelitian, hipotesis
penelitian serta model penelitian.
BAB |1l METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang penjelasan variable-variabel yang digunakan dalam
penelitian, teknik pengumpulan data, jenis data, dan metode analisis data untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan dari awal penelitian.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas analisis terhadap masalah yang sedang di teliti,
penyajian data penelitian, pengolahan terhadap data yang terkumpul dan hasil
penelitian yang dicapai.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil yang diperoleh setelah
dilakukan penelitian. Selain itu, disajikan saran yang dapat menjadi pertimbangan

bagi penelitian selanjutnya.
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